ABSTRAK

VIENKA RAHMANNILLAH: PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH POLDA
JAWA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING
MENGGUNAKAN ALAT DAN BAHAN TERLARANG DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu
dengan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tindak pidana
illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sering terjadi di negara maritim
seperti Indonesia. Tindak pidana illegal fishing diatur dalam Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peristiwa illegal fishing
tercatat 23 jumlah tindak pidana pertahun 2020 hal tersebut diakibatkan keterdesakan
masyarakat terkhusus nelayan dalam hal ekonomi juga dasar ketidaktahuan
masayarakat terkait regulasi menyebabkan adanya peristiwa penangkapan ikan
dengan alat dan bahan yang salah terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara sebagai bagian
dari penegakan hukum terhadap kejahatan illegal fishing di wilayah hukum Polda
Jabar, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Jabar dalam
melakukan penegakan huku, serta upaya apa saja yang dilakukan Ditpolairud Polda
Jabar untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana illegal
fishing.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan
kejahatan. Teori-teori tersebut dapat diketahui sebagai indikator efektifitas
penegakan hukum, sebab-sebab dan faktor-faktor apa yang menajdi kendala
penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di
wilayah hukum Polda Jabar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.
Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual
mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan
mengkaji terhadap pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum
tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Ditpolairud Jabar telah dilakukan
secara maksimal oleh aparat penegak hukum dengan berpedoman kepada aturan
penindakan secara teknis. Adapun hambatan yang dihadapi regulasi yang kurang
tegas; kurangnya SDM kepolisian; sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan
kurangnya pengetahuan masyarakat terkait illegal fishing. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan upaya revisi Undang-
Undang; melakukan komunikasi antar stakeholder atau melakukan pendekatan antar
instansi secara personal dengan melibatkan para staf yang bertugas di lapangan;
mengajukan permintaan alusista kepada Ditpolair Korpolairud Baharkan Polri; dan
melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada Masyarakat terkhusus nelayan.
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